
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR 2 TAHUN 2005 

 

TENTANG 

 

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, 

pemanfaatan dan pengawasan terhadap sumber daya alam 

untuk usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan 

mengoptimalkan sumber daya alam yang berkelanjutan, 

daya dukung dan keanekaragaman jenis, perlu mengatur 

pembinaan, pengamanan dan pengendalian dengan 

pemberian Izin Usaha Perkebunan; 

 

  b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perizinan Usaha Perkebunan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3274); 

   

  3. Undang-Undang Nomor 5 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419);  

 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478);  

   

  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3501); 
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  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 

  9.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

 

  11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Peneriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 

  12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4411); 

 

  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

 

  14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3745); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 

Kewenangan Peraturan, Pembinaan Dan Pengembangan 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3330); 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin 

Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3596); 

 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3718); 

 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3838); 

 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

 

  20. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang 

Atau Jenis Usaha Yang Di Cadangkan Untuk Usaha Kecil 

dan Bidang / Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha 

Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan; 

 

  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 

2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan 

Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 

Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan 

Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas 

Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas 

Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian 

Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 

Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah  

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 

Nomor 26); 

 

  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 

2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi 

Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut 

/ Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2002 Nomor 120); 
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  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik 

Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1); 

 

  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E 

Nomor 2); 

 

  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 

Nomor 19 Seri D Nomor 1); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

dan 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Otonomi oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 

7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 

tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan 

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang 

mengelola usaha perkebunan. 

11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha 

perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 

12. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman yang karena jenis 

dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. 

13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa 

perkebunan. 

14. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan 

tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan 

tanaman dan pemanenan termasuk perkebunan jenis tanaman. 

15. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan 

penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan 

yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. 

16. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia 

atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 

17. Grup Perusahaan Perkebunan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya 

sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas 

nama perorangan maupun perusahaan. 

18. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang 

wajib dimiliki perusahaan perkebunan untuk dapat melakukan usaha budidaya 

perkebunan dan atau usaha industri perkebunan dan atau usaha wisata argo 

perkebunan serta usaha diversifikasi lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

lahan. 

19. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat SPUP adalah 

surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP. 

20. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan 

perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu. 

21. Wisata Perkebunan yang selanjutnya disebut WisataAgro adalah suatu bentuk 

kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan 

tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha 

perkebunan. 

22. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. 

23. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan. 

24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perusahaan 

Perseorangan atau Badan. 

25. Wajib Retribusi adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 

Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi. 
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